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ABSTRAK 

 

 
Novita Purba Tambak (19060021) : Komparasi Ketimpangan Pembangunan 

antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Dibawah 

bimbingan ibu Mike Triani, S.E., M.M. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana 

perbandingan tingkat ketimpangan pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara 

dan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan variabel penelitian Belanja 

Daerah, TPAK, Infrastruktur, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi dari kedua wilayah. 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan uji beda (t-Test) dengan 

menggunakan data BPS tahun 2019-2023. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan dari Belanja Daerah, TPAK, Infrastruktur, IPM dan Pertumbuhan 

Ekonomi antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta secara signifikan 

mempengaruhi ketimpangan pembangunan. 

Kata kunci: : Ketimpangan Pembanguna, Indeks Williamson, Belanja Daerah, 

TPAK, IPM, Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Uji t-Test 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu 

negara, karena dalam dunia globalisasi saat ini yang diiringi dengan kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi tidak hanya berdampak 

pada sektor bisnis saja, namun juga pada bidang lain seperti bidang sosial, budaya, 

dan politik. Pembangunan adalah proses peningkatan pendapatan total dan per 

kapita dengan tetap memperhatikan pertumbuhan penduduk, yang disertai dengan 

perubahan mendasar dalam struktur perekonomian suatu negara yang 

memperbaiki atau memantapkannya (Hasyim, 2016). Proses pembangunan suatu 

negara setidaknya terdiri dari tiga komponen fundamental atau nilai-nilai inti yang 

menjadi landasan konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna akhir 

dari pembangunan. Ketiga nilai tersebut antara lain kecukupan, harga diri, dan 

kebebasan. Ketiga komponen ini terkait erat dengan kebutuhan mendasar 

kehidupan manusia. 

Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang 

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan ekonomi. Menurut para ekonom (Hasyim, 2016), pertumbuhan 

ekonomi mengacu pada proses peningkatan kapasitas produktif suatu negara, yang 

berujung  pada  peningkatan  pendapatannya.  Laju  pertumbuhan  ekonomi 
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menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dalam jangka waktu tertentu. 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau utama: 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Meskipun Indonesia 

mempunyai kebijakan pembangunan nasional yang sama, namun daerah-daerah 

tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dalam proses pembangunan 

ekonomi di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, permasalahan 

pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. 

Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia dan mempunyai sepuluh 

provinsi dengan ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari kandungan sumber daya 

alam, sumber daya manusia, sumber daya permodalan, dan lain sebagainya. 

Permasalahan ketimpangan pembangunan merupakan persoalan sejarah 

yang dihadapi setiap negara, mulai dari tingkat sub-regional, kabupaten/kota, 

provinsi, kepulauan, bahkan global (Sahban & Se, 2018). Masalah ketimpangan 

ekonomi dapat terjadi di negara mana pun, baik negara maju, berkembang, 

maupun terbelakang. Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki kandungan 

sumber daya alam dan kondisi demografi yang berbeda-beda, sehingga daerah 

yang kaya sumber daya relatif lebih maju dibandingkan daerah yang miskin 

sumber daya. Menurut Williamson pembangunan pada awal periode hanya 

terkonsentrasi pada satu titik di suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi 

menyebar seiring dengan berkembangnya perekonomian negara tersebut ke 

wilayah-wilayah yang menjadi pemasok sumber daya, sehingga tingkat 

ketimpangan pembangunan menjadi lebih kecil. Hal ini sesuai dengan pandangan 
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Kuznet (Todaro, M. P., & Smith, 2011) yang menyatakan bahwa ketimpangan 

pada awal pembangunan tinggi namun cenderung membaik seiring berjalannya 

waktu. Hubungan ini dapat direpresentasikan dengan kurva berbentuk U terbalik. 

Ketimpangan pembangunan di Indonesia muncul karena sistem 

pemerintahan Indonesia yang semula terpusat, namun sejak disahkannya Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sistem 

pemerintahan Indonesia telah berkembang menjadi sistem desentralisasi. Menurut 

UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Tujuan pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah adalah untuk 

mencapai kinerja yang efektif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, 

ketimpangan pembangunan dapat berkurang karena pemerintah daerah dapat 

menerapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran di daerahnya. Namun 

pembangunan daerah tidak lepas dari peran pemerintah pusat. 

Ketidaksetaraan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara telah menjadi 

topik isu yang fundamental yang memerlukan penanganan yang luas. 

Ketimpangan Pembangunan ini terlihat dari kesenjangan yang mencolok dalam 

beberapa aspek yakni pendapatan, tingkat kesejahteraan,akses kabupaten/kota 

(Zasriati, 2022). Fenomena dari ketidaksetaraan ini merupakan hasil dari 

perbedaan karakteristik wilayah, Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia 

dan tingkat investasi yang tidak merata antar daerah. faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara meliputi: (1) 

keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di daerah, (2) konsentrasi aktivitas 
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ekonomi yang terpusat di kawasan perkotaan, (3) disparitas kualitas sumber daya 

manusia, (4) perbedaan alokasi investasi pembangunan, dan (5) ketimpangan 

distribusi dana perimbangan antar daerah (Zega et al., 2022) 

Sumatera Utara dan Sumatera Barat berada dalam suatu wilayah yaitu 

Pulau Sumatera yang berada dalam sistem Fiskal nasional yang sama. Namun, 

walaupun dalam sistem fiskal yang sama, kedua wilayah ini memiliki pola 

ketimpangan pembangunan yang kontras. Sumatera Utara memiliki ketimpangan 

wilayah yang cukup tinggi dibandingkan Sumatera Barat. Ketimpangan 

pembangunan wilayah di Sumatera Utara diakibatkan oleh dominasinya 

pembangunan di wilayah perkotaan sementara itu Sumatera Barat memperlihatkan 

pola pemerataan yang lebih menyebar antar kabupaten dan kotanya, meskipun 

hinga saat ini ketimpangan wilayah di daerah pesisir dan pedalaman masih 

menjadi persoalan (Rani et al., 2021) 

Dalam struktur ekonomi kedua wilayah ini memiliki perbedaaan. Sumatera 

Utara memiliki keunggulan pada sektor industri dan perdagangan sedangkan 

Sumatera barat lebih dominan pada sektor pertanian, pendidikan dan 

pemerintahanya. Perbedaan klasifikasi ekonomi kedua wilayah ini menciptakan 

peluang analisis komparatif terhadap bagaimana komponen seperti Belanja 

Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Infrastruktur jalan (dalam 

kondidi baik), Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi 

memberikan pengaruh terhadap disparitas pembangunan pada wilayah masing- 

masing. 
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Dalam pengukuran tingkat ketimpangan atau kesenjangan ekonomi antar 

wilayah dapat diketahui menggunakan metode penentuan nilai Indeks Williamson. 

Pengukuran dilakukan dengan cara melihat nilai akhir Indeks Williamson, 

semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat ketimpangan 

pendapatan antar wilayah. Namun, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin 

kecil pula tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. 

Tabel 1.1 

Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019-2023 

 

 

Tahun 

Sumatera Utara Sumatera Barat 

IW Kategori IW Kategori 

2019 0.5757 Ketimpangan Sedang 0.2666 Ketimpangan Rendah 

2020 0.5639 Ketimpangan Sedang 0.3020 Ketimpangan Rendah 

2021 0.5565 Ketimpangan Sedang 0.3053 Ketimpangan Rendah 

2022 0.5603 Ketimpangan Sedang 0.3076 Ketimpangan Rendah 

2023 0.5762 Ketimpangan Sedang 0.3105 Ketimpangan Rendah 

Sumber: BPS (Data Diolah) 

Tabel 1.1 menampilkan data Indeks Williamson Sumatera Utara dan 

Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga 2023. Indeks Williamson Sumatera Utara 

menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada Tabel 1.1 nilai indeks tertinggi 

Sumatera Utara tampak pada tahun 2023 dengan nilai 0.5762 sedangkan nilai 

indeks terendah Sumatera Utara dengan nilai 0.5565 terjadi pada tahun 2021. Data 

Indeks Sumatera Barat dengan nilai tertinggi 0.3105 terjadi pada tahun 2023 
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sedangkan nilai indeks terendah Sumatera Barat terjadi pada tahun 2019 dengan 

nilai 0.2666. 

Perbandingan antara Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera 

Barat memperlihatkan bahwa Sumatera Barat memiliki nilai indeks yang lebih 

rendah daripada Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini 

menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara relatif tinggi 

dan belum menunjukan penurunan yang signifikan. Nilai indeks yang lebih tinggi 

di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan 

tingkat pembangunan, infrastruktur dan sumber daya manusia. 

Dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, pemerintah 

Sumatera Utara telah mengimplementasikan berbagai kebijakan afirmatif. 

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi prasyarat dalam tercapainya 

pemerataan pembangunan di Sumatera Utara. Sasaran pertumbuhan PDRB yang 

lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk menjadi harapan dalam 

mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata (Sianipar,2015 dalam 

Harahap et al., 2024). Salah satu instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yakni 

belanja daerah. Belanja pemerintah yang efektif dan efisien dapat memberikan 

dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi 

ketimpangan pembangunan. 
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Tabel 1.2 

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019-2023 

 

Belanja Daerah 

Tahun Sumatera Utara (%) Sumatera Barat (%) 

2019 8,3 11,6 

2020 7,7 10,5 

2021 8,3 10,9 

2022 8,1 10,8 

2023 8,2 10,3 

total 40,5 54,1 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat 

Pada tabel 1.2 data rasio belanja daerah Sumatera Utara dari tahun 2019- 

2023 memperlihatkan pola yang stabil dengan peningkatan ringan. Rasio terendah 

di Sumatera Utara adalah pada tahun 2020, diartikan dengan kontribusi Belanja 

Daerah 7.7% dari total PDRB. Penurunan pada tahun 2020 dapat diakibatkan oleh 

pandemic COVID-19, yang menyebabkan penyesuaian alokasi fiskal. Rasio 

Belanja daerah di Sumatera Barat menunjukan peningkatan yang konsisten. 

Penurunan terjadi selama lima tahun terakhir, dari 11,6 sampai 10,3 ini 

menunjukkan penyesuaian belanja akibat pemulihan pasca pandemi. 

Pada tabel tersebut terlihat perbedaan rasio belanja daerah antara Sumatera 

Utara dan Sumatrera Barat. Tingginya belanja daerah tersebut menggambarkan 

komitmen dari pemerintah untuk membiayai pembangunan dan juga pelayanan 

publik di daerah masing-masing. Namun demikian, efektifitas alokasi dari belanja 

daerah tersebut juga perlu di perhatikan agar tepat sasaran dalam keperluan 

pembangunan. Perbedaan nilai belanja daerah dari kedua wilayah tersebut dapat 
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diakkibatkan oleh beberapa hal, diantaranya perbedaan struktur pendapatan daerah 

serta banyaknya jumlah kabupaten/kota. 

Ketimpangan pembangunan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan 

problematika ketenagakerjaan. Pemerataan pembangunan ekonomi juga tidak 

terlepas dari peran sumber daya manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia 

merupakan tenaga kerja. input pembangunan bahkan konsumen dari dari hasil 

pembangunan tersebut.. (Darzal. 2016) Kenaikan Partisipasi Angkatan kerja atau 

produktivitas dapat memberikan potensi bertambahnya output. dalam hal ini 

output diartikan sebagai pendapatan per kapita yang diterima oleh angkatan kerja 

tersebut. Semakin besar pendapatan atau upah yang didapatkan maka semakin 

besar kemampuan masyarakat tersebut untuk melakukan konsumsi dan hal inilah 

yang akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat akan semakin merata. 

Tabel 1.3 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2019-2023 

 

TPAK (Persen) 

Tahun Sumatera Utara Sumatera Barat 

2019 70.19 67.88 

2020 68.67 69.01 

2021 69.10 67.72 

2022 69.53 69.30 

2023 71.06 69.61 

Rata-rata 69.71 68.70 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat 
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Pada tabel 1.3 selama periode 2019 hingga 2023 terlihat bahwa Sumatera 

Utara mempunyai nilai TPAK yang lebih tinggi daripada Sumatera Barat. Nilai 

TPAK tertinggi di Sumatera Utara yakni 71.06 % terjadi di tahun 2023 dan Nilai 

TPAK terendah 68.67% terjadi pada tahun 2020. Sementara. di Sumatera Barat 

nilai TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 69.61% dan nilai TPAK 

terendah pada tahun 2021 dengan nilai 67.72%. Data tersebut menunjukan bahwa 

penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Utara lebih aktif dalam kegiatan 

ekonomi daripada Sumatera Barat. 

Perbedaan TPAK antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan 

gambaran pola ekonomi yang lebih beragam di Sumatera Utara dan 

menyimpulkan bahwa partisipasi dan proporsi penduduk usia kerja di Sumatera 

Utara lebih tinggi diabandingkan dengan Sumatera Barat, baik yang sudah bekerja 

maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingginya TPAK tidak mencerminkan 

keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut, karena tingginya TPAK dapat 

disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan penduduk untuk bekerja. 

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur. 

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap minimnya infrastruktur di 

beberapa wilayah Indonesia. Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2019- 

2023 yang menyatakan bahwa pembangunan Sumut mempunyai prioritas. 

termasuk peningkatan infrastruktur yang baik dan ramah lingkungan. Perbaikan 
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infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi. membuat arus barang dan jasa menjadi 

lebih efisien, mengurangi biaya, dan memberikan kemudahan akses terhadap 

aktivitas bagi masyarakat (Iqbal et al.. 2017). Ketersediaan infrastruktur yang 

memadai juga dapat meningkatkan produktivitas suatu daerah. Misalnya saja 

infrastruktur seperti panjang jalan raya di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

yang secara bertahap ditingkatkan. 

Tabel 1.4 

Infrastruktur Panjang Jalan (kondisi baik) Provinsi Sumatera Utara dan 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 

 

Infrastruktur 

Tahun Sumatera Utara (km/km
2
) Sumatera Barat (km/km

2
) 

2019 0.016 0.006 

2020 0.017 0.021 

2021 0.015 0.021 

2022 0.017 0.021 

2023 0.023 0.025 

total 0.087 0.093 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat 

Tabel 1.4 menunjukan perbandingan rasio panjang jalan dalam kondisi baik 

di Sumatera Utara dan Sumatera Barat periode 2019-2023. Pada data di atas 

terlihat data Panjang Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019-2023 di Provinsi 

Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Namun rata-rata nilai panjang jalan dalam kondisi baik di Sumatera 

Barat lebih tinggi dibandingkan dengan sumatera utara. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan ketersediaan dann kualitas dari jalan di Sumatera barat lebih baik 
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dibandingkan dengan Sumatera Utara. Hal tersebut berpotensi mendorong 

mobilitas perekonomian dan pemerataan pembangunan yang lebih tinggi di 

Sumatera Barat. 

Mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah harus 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup 

masyarakat secara merata. Hal ini lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) (Kusuma et al.. 2019). IPM sendiri memiliki tiga indikator utama 

yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang saling berkaitan (Muqorrobin. 

2017). Ketiga indikator ini juga harus bersinergi karena menjadi tolak ukur 

penghitungan IPM. Keberhasilan indikator-indikator tersebut akan berdampak 

pada pertumbuhan IPM. Pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting 

dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menentukan pertumbuhan 

penduduk. Permasalahannya pada IPM, kontribusi ketiga komponen tersebut 

memberikan nilai IPM yang berbeda-beda pada setiap daerah. Oleh karena itu. 

IPM dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan 

antar daerah. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk peningkatan 

sumber daya manusia yang berkualitas. hal ini tercermin pada lembaga 

pendidikan. Pendidikan tinggi akan berdampak pada peningkatan produktivitas 

tenaga kerja dan menentukan pertumbuhan penduduk. Jika setiap orang 

mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka pendapatannya akan 

meningkat. begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi penduduknya. Dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan pembangunan akan 

berkurang. 
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Tabel 1.5 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi 

Sumatera Barat 

Tahun 2019-2023 

 

IPM (%) 

Tahun Sumatera Utara Sumatera Barat 

2019 71.74 72.39 

2020 71.77 74.29 

2021 72.00 74.56 

2022 72.71 75.16 

2023 73.37 75.64 

Rata-rata 72.32 74.41 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat 

Pada tabel 1.5 terlihat bahwa Indeks pembangunan Manusia (IPM) Sumatera 

Utara periode 2019-2025 menunjukan peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2023 

menjadi nilai IPM tertinggi di Sumatera Utara yaitu 73.37 sedangkan nilai IPM 

terendah terjadi pada tahun 2019 yakni 71.74. Data di Sumatera Barat 

memperlihatkan nilai IPM yang meningkat dan stabil selama periode 2019 hingga 

2023 dengan Nilai IPM tertinggi 75.64 pada tahun 2023 dan IPM terendah 72.39 

pada tahun 2019. 

 

Data pada tabel IPM memperlihatkan kondisi antara IPM Sumatera Utara 

dan Sumatera Barat. Data sersebut juga menunjukkan IPM Sumatera Utara lebih 

rendah daripada Sumatera Barat yang mencerminkan bahwa dibandingkan dengan 

Sumatera Utara, Sumatera Barat cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih 

baik, di ukur dari aspek pendidikan, standar hidup dan kesehatan. Perbandingan 
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dari nilai IPM Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan nilai IPM 

Sumatera Barat lebih tinggi dari Sumatera Utara dengan arti bahwa Sumatera 

Utara memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih rendah daripada 

Sumatera Barat. 

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan adalah tingkat 

pertumbuhan PDRB per kapita. Pada Umumnya indikator yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah Produk Domestik Bruto 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi di suatu daerah Provinsi. 

Faktor ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, 

semakin positif prospek PDRB, semakin baik pembangunan daerah. Tingkat 

pertumbuhan produk domestik bruto sangat penting bagi pembangunan Indonesia 

secara keseluruhan. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan, baik barang 

maupun jasa, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, kesempatan 

kerja, dan status pembangunan sehingga mengurangi ketimpangan di setiap 

daerah. Tujuan utama dari laju pertumbuhan PDRB adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia, menghilangkan kesenjangan sosial antar 

wilayah dan mengurangi jumlah ketimpangan pembangunan di Indonesia (Janah. 

2022). 
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Tabel 1.6 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi 

Sumatera Barat 

Tahun 2019-2023 

 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

Tahun Sumatera Utara Sumatera Barat 

2019 5.22 5.01 

2020 -1.07 -1.61 

2021 2.61 3.29 

2022 4.73 4.36 

2023 5.01 4.62 

Rata-Rata 3.30 3.13 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat 

Data Pertumbuhan Ekonomi pada tabel 1.6 menunjukkan fluktuasi 

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama periode 2019 sampai 2023. Nilai 

tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 5.22 sedangkan nilai terendah -1.07 

terjadi pada tahun 2020. Pada data Sumatera Barat nilai Pertumbuhan ekonomi 

tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 5.01 sedangkan nilai terendah -1.61 pada 

tahun 2020. 

Perbedaan nilai dari kedua Provinsi memiliki beberapa kesamaan dan 

perbedaan. Kedua Provinsi mengalami penyusutan akibat pandemi Covid-19 pada 

tahun 2020. Sumatera Utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi pada tahun 2019 dan 2023, namun Sumatera Barat memiliki laju 

pertumbuhan lebih tinggi pada tahun 2021 dibandingkan dengan Sumatera Utara. 
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Hal tersebut menunjukan bahwa Sumatera barat memiliki kemampuan pemulihan 

lebih cepat dari pandemi Covid-19. 

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat adalah dua wilayah 

yang memiliki karakteristik wilayah, sosial dan ekonomi yang berbeda. 

Dibandingkan dengan Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara cenderung 

memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut 

mengakibatkan adanya struktur ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat dengan basis pertanian dan budaya lokal yang 

kuat. Perbedaan karakteristik kedua wilayah ini mempengaruhi distribusi 

pembangunan masing-masing wilayah, sehingga Provinsi Sumatera dan Provinsi 

Sumatera Barat menarik untuk diteliti secara komparatif. 

Penelitian ini secara khusus membahas tentang perbandingan tingkat 

ketimpangan wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

berdasarkan data Kabupaten/kota dari kedua wilayah tersebut, serta menguji 

apakah terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan sejumlah indikator 

pembangunan. Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Daerah, TPAK, Infrastruktur, 

IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi 

Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, serta sejauhmana Perbandingan 

antara ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Komparasi Ketimpangan 

Pembangunan Antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan tingkat ketimpangan pembangunan antara Provinsi 

Sumatera Utara dan Sumatera Barat? 

2. Sejauhmana Belanja daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan 

di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat? 

3. Sejauhmana Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) berpengaruh terhadap 

ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat? 

4. Sejauhmana infrastruktur Panjang Jalan berpengaruh terhadap ketimpangan 

pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat? 

5. Sejauhmana IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di 

Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat? 

6. Sejauhmana Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan 

pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masliah diatas. maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat ketimpangan pembangunan antara 

Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap ketimpangan 

pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) 

terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur Panjang Jalan terhadap 

ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

5. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan pembangunan di 

Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

6. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan 

pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini sebagai penambah ilmu dan pemikiran yang berhubungan 

dengan ketimpangan Pembangunan. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana 

Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan 

selama perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

2. Bagi Akademisi 

 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya, dan dapat menjadi referensi dan literatur bagi 

peneliti. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

 

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah yang ada di 

Provinsi  Sumatera  Utara,  dalam  penyusunan  strategi  dalam  mengatasi 
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ketimpangan pembangunan melalui pemanfaatan Belanja Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), infrastruktur, IPM, dan PDRB. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uji statistik yang menggunakan uji beda (t-Test) dalam 

penelitain ini serta pembahadan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Belanja daerah (X1) menunjukan perbedaan yang signifikan antara 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan fiskal atau belanja pembangunan antar 

provinsi tersebut tidak merata, dan dapat berdampak terhadap 

ketimpangan pembangunan wilayah. 

2. Variabel panjang jalan (X2) juga menunjukkan perbedaan signifikan, 

yang mengindikasikan ketimpangan dalam distribusi infrastruktur antar 

kabupaten/kota. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

aksesibilitas antar wilayah yang turut memperbesar ketimpangan 

pembangunan. 

3. Infrastruktur Panjang Jalan dalam kondisi baik (X3) mengindikasikan 

bahwa masih terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah 

tertentu. 

4. Variabel IPM (X4) juga menunjukkan perbedaan signifikan, yang 

memperkuat temuan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah juga 

tercermin dalam aspek kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan IPM 

 

 

 

 

88 



89 
 

 
turut memperbesar kesenjangan antar wilayah, sebagaimana ditegaskan 

dalam literatur pembangunan wilayah. 

5. Variabel pertumbuhan ekonomi (X5) tidak menunjukkan perbedaan 

signifikan antara kedua provinsi. Artinya, meskipun terdapat 

ketimpangan dari sisi belanja, infrastruktur, dan IPM, tingkat 

pertumbuhan ekonomi cenderung seragam. Namun, pertumbuhan yang 

homogen belum tentu mencerminkan pembangunan yang merata. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis maka 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap 

distribusi belanja daerah agar lebih berpihak kepada wilayah-wilayah 

tertinggal. Pemerataan belanja dapat menstimulasi pembangunan yang 

lebih inklusif. 

2. Pembangunan infrastruktur jalan perlu difokuskan pada daerah-daerah 

yang masih rendah aksesibilitasnya, guna mempercepat pertumbuhan 

wilayah pinggiran dan mengurangi disparitas antar kabupaten/kota. 

3. Kebijakan peningkatan IPM perlu diarahkan pada daerah-daerah dengan 

capaian SDM rendah, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan, 

guna menciptakan keseimbangan pembangunan manusia antar wilayah. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain 

seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, atau indeks akses 
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layanan publik, serta melakukan pendekatan spasial atau regresi panel 

untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. 
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